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Penanjian Kerjasama Penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAaM Provingl Sumatera Selatan Melalyl Bank Syariah Indonesia Sera Penvediaan Layanan
Jasa Dan Produk Perbankan Syaniah {uniuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian™ ini dibuat dan
ditandatangani di Falembang pada hard Senin, @rggeal Dea Puluh, bulan Junl, 3hon Dua Ribo Dua
Puluh Dua (20-2022), oleh dan anfara :

I. PT BANK SYARIAH INDOMESIA Thh., dalam hal ini diwakiii oleh Zulfahmi AR selaku Area
Managoer Palembang, berindak scsuai jabatannya berdasarkanSurat Koputusan Dircksi
MNo. 02M0G2-KERFDIR tanggal 27 Januard 2022 dan Surat Keputusan Momor. 02007 36-SKHG-
BSI tanggal 07 Februar 2022 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama FT
BAMK SYaARIAH INDOMESIA Tok, berkedudukan dan berkantor pusal di Jakarta Selatan,
dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatol Subroto Mo, 27, Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjuinya disebul "PIHAK PERTAMA™

. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINS| SUMATERA SELATAN,
dalam hal ni diwakili cleh Harun Sulianto selsku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, bertindak sesual jabatannya berdasarkan Keputusan
Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Normoe, M HH-04 KPP 0303 TAHUN
2022 tanggal 02 Maret 2022, berkedudukan di JI. Janderal Sudirman KM 3.5 Kal, 20 lir O, W
kec. lir Timwr | Palembang. Sumaters Selatan, untuk selanjulnya disebut “PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDLA selanjutnya serara hersama-sama disshot sehagai PAR L
PIHAK dan masing-masing disebut sebagei PIHAK.

FARA PIHAK terebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentik Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Megara Republik Indonesia yang bergedrak di bidang jasa perbankan
dengan prinsip syariah yang salah saty usahanya adalah memberikan pelayanan j@sa
pembayaran Tunjangan Kinera (Payrof) dan Penyediaan Jasa Layanan Perbankan.

Z. Bahwa PIHAK KEDUA adalsh Kantor Wilayah Kementeran Hukum dan HAM Provinsi
I Feial
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Sumatera Selatan yang mempunyal wgas melaksanakan tugas dan fungsl Kementerian

Hukum dan HAM dalam Wilayah Frovinsi berdasarkan kebijakan Menter Hukum dan HARM

dan Kelenluan Peraluran Perundang-Undangan.

Bahwe untuk memberiken kemudahan kepada Pegawal PIHAK KEDUA dalam mendapatkan
Layanan Pembayaran Tunjangan Kinera {Fawroly dan Penyediaan Jasa Layanan Perbankan,
PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kesja sama dengan PIHAK PERTAMA,

EBerdesarkan hal-hal yang felah diuraikan di alas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
dengan ini sepakat untuk mengikatken dan satu kepada yang Bin untuek bekerjasama dan mambuat
Parjanjian Kerasama Tentang Lavanan Pembayaran Tunjangan Kinara (Paprof System] dan
Pemnwediaan Jasa Layanan Perbankanizelanjulnya disebul *Peranjian”) dengan syarat-syvarat dan
ketentuan—ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
PENGERTIAN

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Peranjian ini kecuali secara tegas
dinyatakan lalin mempunyal pengerian sebagal berikut:

(1}

(2}

(3)

(4)

(S}

(6}

(7}

(8}

S

Tunjangan Kinerja Pegawai selanjutnyva disebut Tunmjangan Kinerja adalah Tunjangan
Kinerjarutin yang menjadi hak keuangan pegawai PFIHAK KEDLUA;

Komponen Tunjangan Kinerja Lainnya adalah pembayaran selain Tunjangan Kinerja ruatin
yang menjadi hak keuangan pegawai PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai PIHAK KEDUA (Masabah)adalah pegawsai negerl sipll dan calon pegawai neger
sipil pada lingkungan kerja PiHAK KEDUA.

Harl Kerja adalah har senin sampai dengan Jumat di luar har lbur nasional yvang ditetapkan
oleh pemenntah Indonosia,

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebul KPPN adalah
instensi vertikal Chrektorat Jenderal Perbendaharsan Kemeniterian Keuangan Republik
Indenesia yang berada dibawah dan berdanggungjawab langsung kepada Kepata Kanwi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesiy,

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya dizebut SP2Dadalah surat perintah yang
diterbitkten ocleh KPPN selakuy Kuasa Bendshara Umum Megara untuk  pelaksansan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan sural perintah membayar,

Bank Operasional Il yang selanjutnya disingkat BO 1l adalah bank operasional mitra Kuasa
Bendahara Umum Megara di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran
Tunjangan Kinerja PNS bulanan.

Data Penerima Tunjangan Kinerja adalah data Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja
dan komponen Tunjangan Kinera kainnya yang mencantumkan Mama dan Nomor rekening
penerima dana Tunjangan Kinera dan kemponen Tunjangan Kinera lainnya untuk keperluan
penyaluran Tunjangan Kinerja dan kompenan Tunjangan Kinerja kainnya pada PIHAK KEDUA
melalul fasilitas perhankan.

Sara!
MHEK
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(2)

h

(2)

Jasa Layanan Perbankan adalah pelayanan yvang diberkan oleh Bank kepada nasabah,
tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan sesual dengan produk yang dirmiliki
obeh Bank,

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PenyaluranTunjangankinedja di lingkungan PIHAK KEDUA dengan prinsip  fepatjumiah,
tepatwaktudan tepat sasaran.

Sebapai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK
KEDLUA yang fidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan,

FASAL 3
RUANG LINGKUP

Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup penysluran Tunjangan Kinera dan
komponen Tunjangan Kineda lainnya Pegawai yang dilakukan melalul system teknologl
ransaksi keuangan PIHAK PERTAMA seliap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan
kaetantuan dari PIHAK KEDLIA,

PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasiitas pembiayaan kepada Pegawai dengan ketentuan
yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Ruang Lingkup kerasama dapal dipefuas sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang mambarikan
kauntungan dan manfast bagi PARA PIHAK.

PASAL 4
KERAHASIAAN DATA

Fara Pihak dalam perjanjian ini sepakal dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan,
baik yang tertulis maupun yang tidak tedulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan
dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini
adalah bersifat rahasla serta lidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang
lzin yang tidek berkepentingan dengan alasan apapun juga.

Para Pihak menjamin dan mengikatkan difi untuk merahasiakan seluruh informasi, data
maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian
kepada pihak keliga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun
juga kecual

a. Dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya,

b Diperintahkan oleh badan peradilan atau instans| pemerintah lainnya yang berhubungan
dangan penegakan hukum secara tertulis atau resmi,

€. Menurui persturan perundang-undangsn yang berlaku o Indonesia informasi tersebut
hanis diberikan kepada pihak lain vang disebut secara jelas dalsm peraturan perundang-
undangan tersebut,

T Hika, |7 MHER T
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d. Informasi dan alaukelerangan yang elahdisepakalibersama dan idakbersifatrahasia,

{31 Bank baik pengelola. manajemen dan alaudireksi, komisans serta karyawan yang mempunyai
kewenangan uniuk mengakses informaszi'keterangan berkaitan dengan biznis, produk, dan
pemberian layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dengan menjamin kerahasiaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalim

(4 Khusus untuk informasi yang menyangkul rahasia bank, PIHAK PERTAMA tenduk peada
ketentuan sebagai mana diatur dalam UL Ma_ 7 tahun 1992 tentang Perbankan sehagaimana
telah diubah menjadi UJ Mo 10 ahun 18898sertall) No, 21 Tahun 2008 tenteng perbankan
syanah berikul peraturan pataksanaannya dan segenap perubahennya

{5) Para Pihak wajibmenjaga kerahasiaan ini tetap berdaku meskipun Perqenjian ini telah berakhir.

PASAL &
JUMLAH TUNJANGAN KINERJA DAN KOMPONEN TUNJANGAN KINERJA LAINNYAYANG
DIBAYARKAN

i1 JumlahTunjangan Kinera Fegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang terulis pada
SP20 yang telah diterima paling lambal 5 (lima} Hari Kera sebslum pembayaran oleh B (I
seliap bulannya.

(2) Jumlah komporen Tunjangan Kinerda lainnya bagl pegawal vang dibayarkan adalah sebesar
nilal yang tertulis pada SPZD sesuai ketentuan yang beraku pada PIHAK KEDUA,

PASAL &
PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA DAN KOMPOMNEN TUNJANGAN KINERJA LAINNYA

1. PIHAK PERTAMA membayarkan langsung Tunjangan Kinera Pegawai sebagaimana pasal 5
kepada Pegawal PIHAK KEDUA melalui rekening masing-masing penerima secara langsung
dan terjadwal tanpa ada polonganapapun, sesual dengan mekanisme penyaluran Tunjangan
Kinerja Pegawai yang ada di KPPH. Pada tanggal penyaluran Tunjangan Kinera Pegawai,
FIHAK PERTAMA akan mencairkan Tunjangan Kinera Pegawsi ke rekening masing-masing
Pegawal penerima Tunjangan Kinerja Pegawai sesual SP2D dari KPPN.

2. PIHAK PERTAMA membayarkan langsung kempeonen Tunjangan Kinerja lainnya bagi Pegawai
FIHAK KEDUA sebagaimane passel 4 kepada Pegawai PIHAK KEDUA melalui rekening masing-
masing penerima secara langsung dan terjiadwal tanpa ada potongan zpapun, sesual dengan
mekanisme penyaluran komponan Tunjangan Kinera kainnya bagi pegawsiyang ada di KPPM,

3. PegawaiPIHAK KEDUA dapat melakukan pengambilan Tumangan Kinena Pegawal dan
kemponen Tunjangan Kineda lainiya setelab dinyatakan masuk ke rekening masing - masing
Pegawai. PegawaiPIHAK KEDUA dapat melskukan pengambilan Tunjangan Kineda setelah
semua Tunjangan Kinerja dinyatakan masuk ke rekening masing — masing penenma.

PN | Lk )

Mg &z 11



PASAL 8
JASA LAYANAN PERBANKAN

1. PIHAK PERTAMA dapat menawarkan dan memberkan layanan perbankan kepada Pegawal di
lingkungan PIHAK KEDUA,

Z Lavanan perbankan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Pegawa di lingkungan FIHAK
KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur kebih lanjut pada peranjianfakad
PIHAK PERTAMA dengan Pagawai,

PASAL 9
BIAYA-BIAYA

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala bentuk bisya pembayaran dan penyaluran Tunfangan
Kinerja Pegawal dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya kepada Pegawai PIHAK KEDLIA.

Z, Pegawai PIHAK KEDWA dibebaskan dan biaya adminiztrasi pembuatan rekening,

3. Biaya-blaya yang sehubungan dengan promasi dan sosialisasi oleh PIHAK PERTAMA akan
manjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA,.

4, Biaya yang dikenakan atas produk maupun ransaksi pada Tabungan Bank Syariah Indonesia
berupa blaya administrasi, biaya rekening pasif, fransaks  penyetoran,  penarikan,
pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berdaku di PIHAK PERTAMA dan
menjadi tanggung jewab Pegawai PIHAK KEDUA,

3. Biaya-biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya vang diterima oleh Pegawai PIHAK
KEDUA aken dibebankan kepada Pegawal PIHAK KEDUA,

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

{1) PIHAK PERTAMA, berhak;

a. Menerima dan mengelola dana Tunjangan Kinerja Pegawsal dan kemponen Tunjangan
Kinerga lamnnya melalul rekening masing-masing Pegawai diingkungan PIHAK KEDUA
sesual dengsn syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini

b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku pada PIHAK
FERTAMA dan atas kewenangan dan perfimbangan sendin berhak menalak permohaonan
Masabah untuk mendapatkan pembiayaan, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dar
FIHAK KEDUA, lanpa ada kewajiban bagi PIHAK PERTAMA unluk menjelaskan alasan
penolakan tersebut kepada pihak manapun

¢. Mendapatkan informasi selambatdambatnya 30 (liga puluh) Hari setalah terfadi perubahan
siatus kepegawsaian dan Nasabah seperti;

1) mengundurkan diri
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21 mutasi

3) pensiun/ pensiun dini

41 meninggal dunia

2} halaryg

B) cacat tetap

71 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PIHAK PERTAMA memiliki kewsanangan penuh seliap waklu yang telah difelapkan untuk
mendebet sejumiah uang pada rekening PIHAK PERTAMA a.n, Nasabah yang digunakan
sebagal pembayaran kewajiban dan alau seliap jumiah uang yang mungkin di kemudian han
gkan terhutang berdasarkan peranjlan pemblavaan. Dengan ketentuan kuasa mana tidak
dapat dicabut dan tidak dapat diakhin 2esuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan
1816 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia,

(£} PIHAK PERTAMA wajib -

Membuat rekening tabungan atas nama penerma Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai
dengan daftar nama yang diajukan oleh PIHAK FERTAMA selambat-lambatnya 15 (fima
belas) harl kalender sejak ditandatanganinya Fenanjian inl.

Menyerahkan dala penerima Tunjangan Kinerla Pegawal berupa soffcopy dan hamcopy
kepada PIHAK KEDUA untuk dilskukan proses pencairan malalui KPP,

Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan pembayaran Tunjangan
Kinerja Pegawai dan komponen Tunjangan Kinerja lzinnya ke masing-masing rekening
Pegawai sefiap bulan.

Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Tunjangan Kinerja Pegawsai
sebelumn pencairan dilaksanakan.

Melakukan seleksl lerhadap pengajuan pemblayaan, setelah mendapatkan rekomendasi dari
FIHAK KEDLIA,

Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan kainnya kepada Pegawal PIHAK KEDLUA,

(3} PIHAK KEDUA, berhak:

b.

C.

Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Tunjangan Kinerja Pagawai selaku BO ||, sesus
dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.

Mandapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan peraturan yang berfaku pada PIHAK PERTAMA.

Akan melakukan evaluasi berkala sefiap 6 bulan sekali, waktu dan tempal di sepakat
berzama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDLUA

(4] PIHAK KEDUA wajib

d.

b,

Melaporkan PIHAK PERTAMA selaku BO |l kepada KPPN untuk disertakan sebagal mitra
pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawsi di lingkungan PIHAK KEDUA.

Menyampaikan Data Penerima untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening
penermaan Tun@ngan Kinerja Pegawai.
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.. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sehubungan dengan
kerjasama perbankan dengan PIHAK PERTAMA.

d. Membenkan surat keterangan/perselujuanirekomendasi kepada PegawaiPIHAK KEDLIA
vang akan mengajukan fasililas pembiayvean kepada PIHAK PERTAMA,

PASAL 11
PAJAK DAN BEA MATERAI

(1) PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas peiunasan pajak dan bea meterai
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjlan ini.

(2} Atas fasiltaz perbankan lainnya yang dilerima obeh Pegawalakan dikenakan bea melera yang
akan dibebankan kepada Fegawai.

PASAL 12
TANGGUNG-JAWARB ATAS KERLUGIAN

(30 Remgian yang mbul akibat kesalghan'kelalaian PiIHAK PERTAMA menfadl langgung-jawab
PiHAK PERTAMA.

{(4) Kerugian yang timbul akibal kesalahanfelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab
PIHAK KEDUA.

(5) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalgsian PARA PIHAK menjadi lanpgung-jawab PARA
PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan'kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

(68) PARA PIHAK tidak bertanggungiawab alas kerugian yang tmbul akibat dl luar batas
kemampuan manusia (force-mafeurs).

PASAL 13
FASILITAS REKEMNING

1. PIHAK PERTAMA memberikan fasililas dan manfaat rekening kepada Penerima Tunjangan
Kineral Kanyawan teslampir dan bisa beruhah sesusl keteniuan intermnal PIHAK PERTAMA.,

2. Apablla Penerima Tunjangan Kinerja! Karyawan terkendala atau belum menerima fasilifas
rekening dan PIHAK PERTAMAsebagaimana Pasal ini, PIHAK PERTAMA bersedia membani
Penerima Tunjangan Kineda/Karyawan untuk memproses pemberian fasilitas rekening tersebut.

3. Dalam hal Penerima Tunjangan Kinera/Maryawan terdapat kendala dalam penggunaan
rekening PIHAK PERTAMA, Penerima Tunjangan KinerjaMaryawan dapat melakukan

pangurusan rekening tersebul ke kantor cabang terdekat PIHAK PERTAMA dengan membawsa
kelengkapan persyaratan yang ditentukan oleh FIHAK PERTAMA

4. Kendala yang dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas antara lain adalah sebagai berikut:

Pencetakan rekening koran

Pengurugan perubahan PIM ATM

Pengurusan kartu ATM hilangftertelan

Pengurusan buku rekening habis

Fengurusan administrasi fasiitas Bank Syarish Indonesia lainnya.

oo oom
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PASAL14
JANGKA WAKTU

1. Parjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanijian ini oleh PARAPIHAK sampai
dengan adanya permintaan pengakhiran cleh salah satu PIHAK sesuai ketentuan Ayat 2 Pasal
ini yang kemudian disetujui‘disepakati oleh PARA PIHAK.

2 Sebagal bukli Perpanjangan Perjanjian maka PIHAK PERTAMA memberkan Surat
Pemberitahuan Perpanjangan Peranjian Kerfasama (FKS) kepada PIHAK KEDLA paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja bank tenpa kewajiban PIHAK KEDUA untuk memberikan tanggapan
atas surat dimaksud,

3. Para pihak dapat mereview dan/atau mengakhii Pedanjian ini dengan pembertahuan secara
tertulis kepada minimal 90 {sembilen puluh) har kerja bank berdasarkan perimbangan salah
satu pihak talah malakukan kelalalan dalam Parjanjian ini,

4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana Pasal inl tidak melepaskan tanggung jawab PIHAK
KEDUA terhadap kewajiban-kewsjiban yang masibh harus dilaksanakan oleh Nasabah
berdssarkan Perjanjian Pembigvaan.

5. Apahila terjadi pengakhiran Pedanjian sebelum berakhimya jangka wakty sesual dengan yang
ditetapkan pada ayat 1 Pasal inl, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan
Paszal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PASAL1S
PEMGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian inl secara sepihak spabila salah satu PIHAK
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dialur dalam Perdanjian ini, dengan keténtuan
PiHAK tersebul telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kall
berturut-turul dan PIHAK yang ditegur tidak juga melakukan pachaikan

2, Peranjian ini dapal berakhir atau balal dengan sendinnya, apabila ada ketertuan peEfIndang-
undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang ldak memungkinkan
berlangsungnya Perfanjian ini,

3. Dalam hal tenadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARAPIHAK sepakat uniuk tidak
membarlakukan ketentuan Pasal 1268 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

FASAL 18
FORCE MAJEURE

1. Forca Majeurs sdalah kejadian-kejadian yang teradi diluar kehendak dan kekuasaan PARA
PIHAK untuk menolaknya yang secara langsung dan materal dapat mempengaruhi
pelaksanaan kewsjiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak

Frurw |
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2. Buraf menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut
dianggap tefah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

8. Fada hari yang sama, jika diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan
penenma pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan aleh
perginim;

k. Pada Han Kera kelima, [ka pembentahuan lersebut dikinmkan per pos vang dibuktikar
dengan resi pengirman pos fercatat:

c. Pada hari yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikinmkan melalul faksimili atau e-mail
dengan hasil baik,

3. Dalam hal terjadl perubshan alamatl dar alamat tersebut di ales stay alariat terakhir vang
tercatal pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus dibertshukan secara
lertulis kepada PIHAK lain dalam Perfanjian ini selambat-lambatnya 5 (ima) Hari Kalender
sebelum perubahan alamal dimaksud berlaky efektif. Jika penibahan alamat tersebut fidak
dibertahukan, maka surat menyural atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Pedanjian
inl diangasp telah diberikan semestinva dengan pengiriman sursl stau permberitahuan i
dengan pos 'tercatal, melalul perusahaan ekspedisi {kurin)/ kurr intamal yang ditujukan ke
alamat di alas atau alamat terakhir yang diketahultercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 18
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Fenanjian ini beraku dan mengikat terhadap PARA PIHAK maupun para penerimaipengganti dan
penerus hak dan kewsjiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini (meliputi: para pengelola, pelaksana,
penpgantinya dan PIHAK yang menerima pengalihan serta penggant yang berkepantingan),
dengan ketentuan bahwa masing-masing FIHAK tidak dapat mengalinkan atau melepaskan hak dan

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan terlulis terdehih
dahulu dar PIHAK lain nya dalarm Perjanjian ini.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dan Perjanfian ini diatur dan funduk pada hukum yang
beriaku di Megara Republik Indonesia.

2. Semua dan fiap-fiap perbedaan pendapat dan penafsiran atau perselisihan yang mungkin timbul
antara FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan
Ferjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah uniuk mancapai mufakat,
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3. Jika dalam waklu 30 (tga puluh) har keda sejak dimulainya persalisiban sengketa sebagaimana
dimaksud ayal (7] Pasal inl Gdak teradi mufakal, maka PARA PIHAK sepakal unbok
manystesakan perselisinan tersebut melalui Pengadiian Agama selempat

PASAL 20
KETEMTUAMN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau beturm cukup diatur dalam Perjandian Kerfasama ini akan diatur kemudian
atas dasar permufakatan PARA PIHAK, vang akan dituangken dalam Perjanjisn Tambahan
[Addendum) dan atau Perjanjian tersendin yang merupakan satu kesatuan yang lidek ferpisahkan
dari PeranjiEn KerEsama ini.
PASAL 21
KETENTUAN PENUTUP

1} Porjanjian  Kemasama  ini, mulai  berlakuy  dan mengikat kedua belzh pihak  sejak
ditandatanganinya Parfanjian Kerjasama i

2)  Pihak=pihak yang dizebuikan di awal Peranjian adakah pihak yang sah dan bersenang mewakll
masing-masing Fihsk untuk membost dan menandatangani Pefganjian, dan telah memeanuhi
semua persefujuan yang diperlukan untuk mengadakan Pefanjian vang disvaratkan dalam
enggaran dasar alaupun peraturan irternal Para Plbak, sehisgga Perangan ing adalah sah dan
mengikat Fara Pihak.

d)  Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian
Kerjasama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapal dipisahkan dar Perjanjian Korjasama
ini, sehingga Peranjian Kegasama inl tidak akan dibuat lanpa ada dokumen-dokuman, surat-
surat dan lampiran-lamplran yang dimaksud,

4} Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup
dan maempunyai kekuatan hukum yeng sama, dibeskan dan telah diterima PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA pads saat Pefjanjian Kerjasama ini ditandatangani Demikian Peijanjian
Kerjasama mi dibuat berdasarkan ltikad bak dsn untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan
sebalk-baiknya

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATA

Harun Sulianto
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan
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3. Jika dalam wakiu 30 (tiga puluh) hari kerja saejak dimulainya perselisinan sengkels sebagaimans
dimaksud aval (2]} Pasal inl Udak leradi mufakal, maka PARA PIHAK sepakal uniuk
menyelesatkan persaisihan terasbut melalu Pengadilan Agama setempat.

PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang Yidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kernasama inl akan diatur kemudian
atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan datam Peranjian Tambahan
{Addendirm) dan atau Perjaniian tersendin yvang merupakan salu kesatuan yvang dak tempisahkan
dari Peranjian Kerjasama ini.

PASAL 21
KETENTUAN PENUTUP

1} Perjanjian Kerjasama imi, mulai berlaku dan mengikat kedua balah  pihak  sejak
dilandatanganinya Perjanjian Kerasama ini

2) PFihak-pihak yang disebukan di aws! Penanjian adatan piak yang sah dan barwenang mewakil
masng-masing Pihak untuk membuat dan menandatanganl Parjanjian, dan felah memanuhi
semua perselsjuan yvang diperdukan untuk mengadakan Peranjian yang disvaratkan dalam
anggaran dasar ataupun peraturan internal Para Pihak, sehingga Perjanjian ini adalah sah dan
mengikat Para Pihak,

3) Dokurmnen-dokumen, surat-surat, dan lampirandampiran yvang berhubungan dengan Peranjian
Kerjasama ini, merupakan salu kesatuan vang tidak dapat dipisahkan dan Porjanjian Kejasamsa
ini, sehingga Perjanjian Kerjasama im tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-
surat dan lempiran<lampdran yang dimaksud.

4) Paranjian Kerjazama inl, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA pada saal Pesjanjian Kerjssama ini ditandatanganl Demikian Parjanjian
Kerjasama ini dibuat berdasarkan ifikad baik dan untuk dipstuhi sera diakzanakan dengan

sebaik-baiknya,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PTBANK 3YARIAH INDONESIA Thk. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Harun Sulianto
Kepala Kantor Wilayah Kementerfan
Hukum dan HAM Sumatara Selatan
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